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ABSTRAK 
GILANG ANDIKA GUNAWAN ( B 111 09 183), Tinjauan Kriminologis 
Terhadap Pungutan Liar  Kepada  Pengemudi Angkutan Antar Daerah 
,dibawah  bimbingan Bapak  H.M. Imran Arief, sebagai pembimbing I 
dan Bapak Amir Ilyas, sebagai pembimbing II 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab 
terjadinya pungutan liar kepada pengemudi angkutan daerah, upaya 
penanggulangan terjadinya pungutan liar kepada pengemudi angkutan 
antar daerah dan untuk mengetahui kendala dalam menanggulangi 
terjadinya pungutan liar kepada pengemudi angkutan antar daerah 
Penulis melakukan penelitian di berbagai tempat yang dianggap 
dapat menunjang dalam penulisan ini, seperti Terminal Regional Daya, 
Terminal  Malengkeri, Terminal Cappa Bungaya, Terminal Petta 
Ponggawae, dan Terminal Salewangan, terhadap sopir atau pengemudi 
angkutan umum antar kota, aparat penegak hukum yaitu Kepolisian ( 
Polisi Lalulintas) dan Dinas Perhubungan ( DLLAJR), serta penelitian 
kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, perundang-undangan yang 
berhubungan dengan materi penulisan skripsi ini. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Faktor-faktor penyebab 
penyebab terjadinya pungutan liar meliputi Faktor Internal terdiri dari 
Faktor ekonomi, Faktor mental, Faktor penyalahgunaan wewenang, dan  
Faktor kultural. Sedangkan Faktor Eksternal terdiri dari Dipengaruhinya 
budaya masyarakat yang dilayaninya, Kebijakan politik negara maupun 
kelompok elite, Faktor dorongan dari masyarakat yang memancing oknum 
Polisi tersebut agar melakukan perbuatan yang menyimpang. upaya-
upaya penanggulangan pungutan liar berupa upaya Pre-Emtif,  upaya 
Preventif (Pencegahan), upaya Represif dan. Kendala dalam upaya 
penanggulangan pungli diantaranya Pembinaan tidak sepenuhnya efektif 
tergantung dari moral dari masing-masing personel kepolisian, 
pengawasan yang renggang dari atasan, arahan dan nasehat kadang 
dilupakan kalau sudah menyangkut masalah kebutuhan ekonomi, 
masyarakatpun khususnya sopir sebagai pelaku bisnis masih 
mementingkan efesiensi waktu dan biaya serta masih rendahnya 
kesadaran hukum untuk membayar tilang sesuai dengan prosedur yang 
berlaku, undang-undang dalam hal ini undang-undang Nomor  20 Tahun 
2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan masih perlu dianalisis 
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BAB   I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Kehidupan dan kegiatan manusia, pada hakikatnya mengandung 
berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan sendiri. Sifat 
hakiki yang dimaksud disini adalah suatu sifat “tidak kekal’ yang selalu 
menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya. Sifat tidak 
kekal termaksud, selalu meliputi dan menyertai manusia, baik ia sebagai 
pribadi, maupun ia dalam kelompok atau dalam bagian kelompok 
masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya. 
Setelah rezim silih berganti, justru penegakan hukum di Indonesia 
semakin terpuruk dan suka atau tidak suka, keterpurukan hukum 
membawa dampak negatif terhadap sektor kehidupan lainnya, terutama 
sektor perekonomian bangsa. 
Konsep Lawrence Meir Friedman (Achmad Ali, 2005:1) tentang 
Tiga unsur Sistem Hukum ( Three Elements of Legal System ) sebagai 
berikut: 
1. Struktur (Structure); 
2. Substansi (Substance); 
3. Kultur Hukum (Legal Culture). 
 
Menurut Friedman, the structure of a system is its skeletal 
framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, 
the tough, rigid that keep the process flowing within bounds..”.  
Jadi, struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap 
bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap 
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keseluruhan. Di Indonesia yang termasuk dalam struktur hukum adalah 
struktur institusi-institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, 
dan pengadilan. 
Dari ketiga struktur, kepolisianlah yang merupakan struktur yang 
terdepan dan menyentuh secara langsung lapisan masyarakat. Kepolisian 
Negara Republik Indonesia merupakan salah satu alat negara yang 
memiliki tugas utama dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban 
Negara. Setelah dinyatakan terpisah dari dalam tubuh ABRI (Angkatan 
Bersenjata Republik Indonesia) sesuai dengan TAP MPR 
No.VI/MPR/2000, Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering 
disingkat POLRI berusaha untuk bisa mandiri dalam menjalankan 
fungsinya sesuai dengan aturan yang ada pada Undang- undang No. 2 
tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Momo Kelana (1994:82) menyatakan bahwa ternyata hukum 
kepolisian telah menunjukkan identitasnya sebagai hukum yang berdiri 
sendiri. Hukum kepolisian semakin lama semakin kompleks sehingga 
memerlukan pelajaran tersendiri. 
Namun, meski sering terdengar agak kuno, masalah citra polisi 
atau pencitraan terhadap polisi oleh masyarakat tak dapat diabaikan sama 
sekali. Sebuah institusi publik seperti POLRI, yang ingin dapat bekerja 
efektif, membutuhkan legitimasi dari masyarakat di mana iabekerja. 
Dengan kata lain, POLRI perlu membangun dan menjaga citra di 
masyarakat. Citra ini menjadi lebih mendesak sejak bangsa Indonesia 
memasuki era reformasi yang menjungkirbalikkan hampir semua 
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kebijakan dan langkah pemerintah pra-reformasi.Perubahan akibat 
reformasi berimbas pada POLRI. Akibatnya, polisi harus menata kembali 
kebijakan perpolisian di Indonesia agar tidak menjadi penghambat proses 
reformasi. Pembangunan citra POLRI sebaiknya dilakukan searah politik 
reformasi. Polisi Indonesia tidak dapat lagi bertindak otoriter dan 
berpandangan “polisilah yang paling tahu”, memutuskan sendiri apa yang 
akan dilakukan. Ini termasuk ciri sindrom polisi otoriter. Cara seperti itu 
sudah dikubur seiring ambruknya rezim otoriter tahun 1998. 
Nuansa kemasyarakatan atau sosial ini memunculkan paradigm 
baru dalam sejarah kepolisian negeri ini. Banyak cara bertindak dan tehnik 
lama yang perlu ditinjau dan dikoreksi agar sesuai dengan paradigm baru 
itu. Sebetulnya ini tidak hanya menyangkut perubahan dalam perpolisian 
saja, tetapi lebih dari itu, dalam hal ini perubahan kultur kepolisian. 
Kulturitu terkait sikap serta perilaku aparat kepolisian. Disinilah kita 
berhadapan dengan pekerjaan besar dan tentunya tidak mudah dalam 
tahapan pelaksanaannya, perubahan perilaku harus terjadi jika POLRI 
ingin membangun citranya yang baru di masyarakat. Namun berbagai 
pelanggaran disiplin, kode etik, dan tindak pidana masih saja sering terjadi 
di tubuh POLRI. Akhir-akhir ini POLRI terus diuji citranya akibat diterpa 
berbagai kasus-kasus seperti penyuapan, korupsi, HAM, dan berbagai 
kasus pidana lainnya. Kasus terus bermunculan seperti tidak ada 
habisnya, belum tuntas satu kasus, muncul kasus baru. 
Berdasarkan survey yang dilakukan Transparency International 
Indonesia (TII) tahun 2010 yang dipublikasikan oleh Komisi Pemberantas 
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Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada 
instansi POLRI hanya 5,21 lantaran masih adanya pungutan liar dalam 
layanan pembuatan dokumen seperti, surat izin mengemudi (SIM), dan 
surat keterangan catatan kepolisian (www.ti.or.id). Jika ditilik dari rentang 
indeks dengan peringkat 0-10.Angka 0 menunjukkan sangat korup dan 
angka sepuluh menunjukkan bersih dari korupsi. Maka terlihat jelas bahwa 
POLRI masih perlu berbenah diri. Banyaknya aturan yang mengikat 
POLRI seperti Undang- undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2003 
tentang pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
dan Peraturan KAPOLRI No.7 tahun 2006 tanggal 1 juli 2006 tentang 
Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menjamin 
tumbuhnya jiwa professional POLRI dalam dalam menjalankan tugasnya 
selaku aparat negara. 
Salah satu kejahatan yang paling buruk diantara beberapa 
kejahatan lainnya yang sering terjadi adalah pungli atau pungutan liar. 
Pungutan liar yang selanjutnya disingkat Pungli, sebagaimana kejahatan-
kejahatan yang lain, pada umumnya merupakan kejahatan terhadap 
norma-norma hukum yang harus ditafsirkan atau patut diperhitungkan 
sebagai perbuatan yang sangat merugikan bagi pihak korban. Hal ini tidak 
boleh dibiarkan terus berlanjut tanpa adanya suatu penyelesaian hukum  
atas tindak pidana tersebut. Oleh karenanya, setiap tindak pidana yang 
dilakukan oleh siapapun harus ditindak secara tegas tanpa memandang 
status, walaupun pelakunya adalah aparat hukum sendiri. 
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Pungutan liar menjadi salah satu tindak pidana yang sudah akrab di 
telinga masyarakat. Walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan mengenai tindak pidana 
pungutan liar atau delik pungli, namun secara tersirat dapat ditemukan 
dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 
berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c 
UU No.3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No.31 Tahun 1999 sebagai tindak 
pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No.20 Tahun 
2001. 
Praktik pungli tersebut sesungguhnya merupakan bagian dari 
pekerjaan rumah yang belum selesai dari Reformasi POLRI. Sejak 
berpisah dari TNI tujuh tahun lalu, POLRI mencoba menata diri menjadi 
institusi yang bersih, profesional, dan dicintai masyarakat. Namun pada 
praktiknya, masih terdapat prilaku dan budaya yang belum hilang dari 
wajah POLRI, sebagai satu institusi yang ingin memposisikan diri terbebas 
dari praktik-praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Keberanian 
POLRI memecat, menangkap dan menahan anggotanya, baik yang 
berpangkat Bhayangkara Dua (Barada), hingga jenderal bintang tiga patut 
diacungi jempol.Apalagi hal tersebut juga diimbangi oleh perbaikan kinerja 
dengan berbagai prestasi yang membanggakan. Setidaknya hal ini 
tercermin dari minimnya praktik perjudian, dan narkoba di berbagai sentra 
perjudian dan narkoba. Namun, harus pula diakui bahwa kinerja tersebut 
belumlah mampu menstimulasi perbaikan opini masyarakat terhadap 
POLRI. 
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Salah satu faktor determinan dalam melakukan perbaikan bagi 
Reformasi POLRI adalah praktik pungli dan ’damai’ dalam hampir setiap 
tugas yang diemban oleh Polisi Lalu lintas (Polantas). Bahkan keberadaan 
UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang 
kehadirannya sangat kontroversi menjadi satu senjata yang ampuh bagi 
para oknum Polantas untuk mengambil keuntungan dari para pengendara. 
Ketidaktahuan pengendara tentang perundang-undangan menjadi satu 
titik lemah bagi terselenggaranya praktik-praktik pungli dan KKN. Alhasil, 
keberadaan Polantas sebagai salah satu instrumen dalam POLRI menjadi 
begitu sentral untuk memuluskan jalan bagi Reformasi POLRI. 
Ada empat alasan mengapa kinerja Polantas menjadi faktor 
determinan dalam sukses atau tidaknya Reformasi POLRI, yakni: 
Pertama, Polantas relatif bersentuhan langsung dengan 
masyarakat, khususnya pengendara motor, mobil, maupun angkutan 
massal lainnya, sehingga setiap prilaku yang menyimpang dan 
berlawanan dengan hakikat dari POLRI professional dibaca oleh 
masyarakat sebagai prilaku umum anggota POLRI. Dengan demikian hal 
ini dapat menjadi satu gambaran opini buruk yang mudah tersosialisasi 
antar masyarakat tentang POLRI. 
Kedua, Polantas terikat dengan peran dan fungsi POLRI, 
sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang 
Kepolisian Nasional Republik Indonesia (POLRI).Artinya, selain 
mendorong terciptanya ketertiban umum dalam berlalu lintas, juga 
Polantas memiliki tanggung jawab dalam memberikan pencerahan, 
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khususnya yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat perihal 
perundang-undangan yang berlaku dalam berlalu lintas. Akan tetapi pada 
praktiknya, justru masyarakat dibutakan dan dimanipulasi 
pemahamannya. 
Ketiga, persinggungan kerja antara Polantas dengan Dinas 
Perhubungan, maupun Perlindungan Masyarakat (Linmas) dari 
pemerintahan daerah setempat seharusnya menjadi satu stimulasi bagi 
penyelenggaraan perlalulintasan dengan baik, serta memposisikan 
Polantas sebagai salah satu aktor yang baik dan menjadi panutan bagi 
yang lainnya. Akan tetapi, pada praktiknya kondisi tersebut jauh panggang 
dari api. Bahkan terkesan ada semacam ’pungli berjama’ah’, dimana 
Polantas menjadi salah satu aktornya. 
Keempat, disadari bahwa di tengah penataan yang dilakukan 
POLRI, Polantas menjadi bagian yang memiliki tingkat peluang yang tinggi 
dalam melakukan penyalahgunaan kewenangan, Baik berupa psikologis 
maupun materi. Tak heran di tengah belum terpenuhinya anggaran POLRI 
yang memadai dari pos APBN, Polantas menjadi satu bagian favorit, 
karena cepat mewujudkan keinginan dari sebagian kecil anggota POLRI, 
baik yang bersifat pribadi maupun institusi. 
Dari empat alasan tersebut sekiranya dapat memberikan gambaran 
yang begitu utuh tentang pentingnya Polantas membangun pencitraan 
yang baik, dengan menjalankan tugasnya dengan bagi bagi pencitraan 
POLRI yang lebih besar. Sebab, dapat dipahami apabila sebagian 
masyarakat masih ragu tentang itikad baik penataan dan reformasi di 
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tubuh POLRI. Di sinilah titik pijak bagi Polantas untuk setidaknya berkaca 
bahwa Polantas dalam setiap nafas aktivitasnya mengandung 
konsekuensi bagi naik atau turunnya pencitraan POLRI secara institusi. 
Terlepas baik buruknya implementasi kinerja POLRI di masa kini, 
namun harus digarisbawahi bahwa cepat atau lambat polisi harus 
menyadari bahwa mempraktikkan prilaku yang menyimpang dari peran 
dan fungsi POLRI hanya akan membawa POLRI menjadi musuh 
masyarakat. Sudah menjadi rahasia umum di masyarakat citra polisi 
sudah mulai dipertanyakan, dengan berbagai kasus suap sampai dengan 
pungutan liar sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat, berbagai 
tanggapanpun bermunculan atas kinerja, professional serta kode etik 
kepolisian padahal tindakan yang demikian tidak seharusnya dilakukan 
oleh pemberantas tindak pidana. 
Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 
pengkajian secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan 
dengan berbagai macam tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku 
premanisme di sekitar masyarakat serta upaya penanggulangan 
premanisme yang ditempuh oleh Polrestabes Makassar. Untuk itu penulis 
melakukan penelitian dalam bentuk Penulisan Hukum atau Skripsi yang 
berjudul TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PUNGUTAN LIAR 








B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakan tersebut,maka penulis 
merumuskan pemasalahan sebagai berikut, yaitu : 
1) Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya pungutan 
liar kepada pengemudi angkutan daerah? 
2) Bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya pungutan liar 
kepada pengemudi angkutan antar daerah ? 
3) Apakah yang menjadi kendala dalam menanggulangi terjadinya 
pungutan liar kepada pengemudi angkutan antar daerah? 
 
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui  faktor-faktor penyebab terjadinya pungutan 
liar kepada pengemudi angkutan daerah ? 
b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terjadinya 
pungutan liar kepada pengemudi angkutan antar daerah ? 
c. Untuk mengetahui  kendala dalam menanggulangi terjadinya 
pungutan liar kepada pengemudi angkutan antar daerah? 
2. Manfaat Penelitian 
Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan 
kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut.  




a) Manfaat Teoretis 
1) Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk 
mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi 
guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar 
kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin. 
2) Untuk sedikit memberi sumbang pengetahuan dan pikiran 
dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada 
umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. 
3) Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh 
selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin serta memberikan landasan untuk 
penelitian lebih lanjut. 
b) Manfaat Praktis 
1) Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat 
meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis 
dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke 
dalam instansi atau instansi penegak hukum maupun 
untuk praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan 
hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan. 
2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan 
memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi 
pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. 
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1. Pengertian Kriminologi. 
Analisis sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan merupakan bagian 
tertentu dari kajian kriminologi, oleh sebab itu pengertian kriminologi 
diperlukan untuk mengantarkan penulis kepada variabel-variabel 
penyebab terjadinya kejahatan. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan 
yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan 
oleh P. Topinard (P.Topinard, 1830-1911) seorang ahli antropologi 
Prancis, secara harfiah berasal dari kata “Crimen” yang berarti kejahatan 
atau penjahat, dan “Logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka 
kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Beberapa 
Sarjana memberikan defenisi berbeda mengenai kriminologi ini, 
antaranya: 
Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu 
pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial 
(the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon). 
Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses perbuatan 
hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. 
Paul Mudigno Mulyono (Topo Santoso 2003:11). memberikan 
defenisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan sebagai masalah manusia. 
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Kriminologi secara umum sebagaimana diungkap oleh Abdulsyani, 
(1987:6) bahwa ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, dimana 
kriminologi berasal dari kata “Crime” dan “Logos”.Crime artinya kejahatan 
sedangkan Logos artinya ilmu pengetahuan. Dari pengertian yang 
dikemukakan oleh Abdulsyani tersebut bahwa kriminologi mengandung 
pengertian yang sangat luas sehingga tidak mudah ditangkap secara 
jelas. Dikatakan demikian karena dalam mempelejari kejahatan tidak 
terlepas dari berbagai pengaruh dan sudut pandang, ada yang 
memandang atau mempelajari kriminologi itu dari suatu latar belakang 
timbulnya kejahatan dan adapula yang memandang kriminologi dari sudut 
perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dimasyarakat. 
Semuanya ini sekaligus juga tidak dapat terlepas dari campur tangan 
berbagai disiplin ilmu terutama yang berkaitan dengan obyek studinya. 
Kemudian apabila kriminologi ditinjau dari segi etimologis, terlebih 
dahulu dapat diklasifikasikan bahwa kata kriminologi terdiri atas dua suku 
kata, yakni “Crimen” artinya kejahatan dan “Logos” berarti ilmu 
pengetahuan, dengan demikian maka kriminologi berarti ilmu tentang 
kejahatan. 
Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu penjelasan lebih 
lanjut agar tidak salah dan keliru memahami tentang kriminologi sebagai 
ilmu pengetahuan. Kriminologi yaitu suatu ilmu pengetahuan yang 
mempelajari penjahat dan kejahatan serta mempelajari tentang cara-cara 
penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin 
untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan 
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berupaya untuk mencari dan menemukan konsepsi-konsepsi yang dapat 
mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan. 
Pengertian tersebut  di atas menunjukkan bahwa ternyata 
kriminologi mengandung arti yang sangat luas. Di katakan demikian 
karena dalam mempelajari  kejahatan, tidak lepas dari berbagai pengaruh  
dan sudut pandang, ada yang memandang kriminologis dari sudut 
perilaku yang menyimpang norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. 
Kesemuanya ini sekaligus tidak dapat terlepas dari berbagai  disiplin 
terutama yang berkaitan objek studinya. 
Menurut   Soedjono  Dirdjosiswono(1986:1), mengemukakan  
bahwa, Kriminologi adalah “ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang 
mempelajari kejahatan-kejahatan sebagai manusia. 
Demikian pula, Moeljatno(1982:6) mengemukakan bahwa : 
Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan 
kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada 
kejahatan dan kelakuan jelek itu”. 
 
Sedangkan Romli Atmasasmita (1988:41) mengemukakan bahwa : 
Bagi mereka yang menghendaki batasan dari arti sempit dari pada 
kriminologi, di dalam mempelajari bentuk tertentu dari tingkah laku 
kriminal, di dasarkan agar selalu berpegang pada batasan dalam 
arti yuridis. Dengan demikian di harapkan tidak hanya 
keseragaman dalam mempelajari objek kriminologi dalam batasan 
yuridis yang berbeda-beda, tetapi juga di harapkan objek 
kriminologi itu berkembang lebih mudah  tanpa terikat pada 
perumusan yuridis. 
 
Berdasarkan pandangan dari beberapa pakar hukum tentang 
kriminologi tersebut di atas,nampak mempunyai persamaan satu sama 
lainnya, walaupun variasi bahasa dalam mengungkapkan berbeda-beda, 
tetapi perbedaan itu tidak di pengaruhi hakekat kriminologi sebagai suatu 
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ilmu pengetahuan yang berorientasi kepada kejahatan, mencari sebab 
orang melakukan kejahatan dan meneliti mengapa orang menjadi jahat, 
sekaligus mencari cara atau upaya untuk memberantas 
menanggulanginya. 
Menurut Soejono D(1986:4) mengemukakan bahwa: 
Dari segi etimilogis istilah kriminologis terdiri atas dua suku kata 
yakni crimes yang berarti kejahatan dan logos yang berati ilmu ilmu 
pengetahuan jadi menurut pandangan etmilogi maka istilah 
kriminologi berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari 
segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang di 
lakukanya. 
 
Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang  
mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab di lakukannya kejahatan 
dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujauan untuk 
menekan laju perkembangan kejahatan.seorang antropolog yang berasal 
dari perancis, bernama Paul topinard (Topo Santoso, 2003:9), 
mengemukakan bahwa: 
Kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal 
kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri brdasarkan etimiloginya 
berasal dari dua kata, crimen yang berarti kejahatan dan logos 
yang berarti ilmu pengetahuan. 
 
Kriminoligi bukanlah suatu senjata untuk berbuat kejahatan, akan 
tetapi untuk memperjelas pengertian kriminologi, beberapa sarjana 
memberikan batasannya sebagai berikut: 
Demikian pula menurut W.A. Bonger (Topo Santoso, 2003,9), 
mengemukakan bahwa “Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang 
bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-seluasnya. 
15 
Paul Moedigdo Meoliono (Topo Santoso, 2003:11) memberikan 
definisi kriminologi : 
Sebagai ilmu yang belum dapat berdiri sendiri, sedangkan masalah 
manusia menunjukkan bahwa kejahatan merupakan gejala 
sosial.Karena kejahatan merupakan masalah manusia, maka 
kejahatan hanya dapat dilakukan manusia.Agar makna kejahatan 
jelas, perlu memahami eksistensi manusia. 
 
Wolffgang Savita dan Jhonston dalam The Sosiology of Crime and 
deliquency (Topo Santoso, 2003: 12) memberikan definisi kriminologi 
sebagai berikut : 
Kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan 
yang bertujuan untuk memperoleh penjahat sedangkan pengertian 
mengenai gejala kesehatan merupakan ilmi yang mempelajari dan 
menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan dari kejahatan, 
pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya 
 
Menurut Michael dan Adler ( Topo Santoso, 2003:12) 
mengemukakan bahwa definisi kriminologi adalah : 
Keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari 
penjahat, mulai dari lingkunagn mereka sampai pada perlakuan 
secara resmi oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh 
anggota masyarakat. 
 
Sedangkan menurut Wold ( Abd Salam, 2007:5 ) merumuskan  
definisi  kriminologi bahwa : 
Sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku 
tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku 
jahat dan perbuatan tercela itu. 
 
Berdasarkan rumusan para ahli di atas, penulis dapat melihat 
penyisipan kata kriminologi sebagai ilmu-menyelidiki- mempelajari.selain 
itu, yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah mengenai 
pengertian kejahatan. Jadi kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan 
secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah 
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selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan 
tersebut (etiologi, reaksi sosial). Penjahat kejahatan tidak dapat 
dipisahkan, hanya dapat dibedakan. 
Menurut Wood (Abd Salam, 2007:5), bahwa kriminologi secara 
ilmiah dapat dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu : 
1. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai 
masalah yuridis yang menjadi objek pembahasan ilmu hukum 
pidana dan acara hukum pidana. 
2. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai 
masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi 
dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi 
3. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai 
masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik, seperti 
ilmu kedokteran forensik, limu alam forensik, dan ilmu kimia 
forensik. 
 
Sepeti dikatakan bahwa kriminologi membahas masalah kejahatan, 
maka timbul pertanyaan sejauh manakah suatu tindakan dapat di 
sebutkan kejahatan, secara formal kejahatan dapat dirumuskan sebagai 
suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana (Misdaad is een emstige 
anti sociale handeling, seaw tegen de staat bewust reageer). Dalam hal 
pemberian pidana di maksudkan untuk mengembalikan keseimbangan 
yang terganggu itu adalah ketertiban masyarakat dan masyarakat menjadi 
resah. Terkadang tindakan tidak sesui dengan tuntutan masyarakat, yang 
di mana masyarakat bersifa dinamis, maka tindakan pun harus dinamis 
sesui dengan irama perubahan masyarakat. Ketidaksesuian tersebut 
dipengaruhi oleh faktor waktu dan tempat. Masyarakat menilai dari segi 
hukum bahwa sesuatu tindakan merupakan kejahatan sedang dari segi 
sosiologi (pergaulan) bukan kejahatan. Inilah yang disebut kejahatan 
yuridis. Sebaliknya bisa terjadi suatu tindakan dilihat dari segi sosiologis 
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merupakan kejahatan, sedang dari segi yuridis bukan kejahatan. Inilah 
yang disebut kejahatan sosiologis (kejahatan kriminologis). 
Usaha untuk merumuskan dan mendefenisikan kejahatan dalam 
kriminologi hampir satu bidang pengetahuan ilmiah itu sendiri. Hal itu 
menyangkut sejumlah pendapat-pendapat kontroversial dan beberapa 
benturan pendapat ilmiah yang pada dasarnya merupakan bagian proses 
perkembangan suatu ilmu. Kejahatan pada mulanya tidak secara resmi 
dirumuskan dan tidak menyangkut suatu tindakan resmi terhadapnya, 
melainkan hanya merupakan masalah pribadi. Seorang yang melakukan 
kesalahan memperoleh pembalasan baik bagi dirinya sendiri maupun 
terhadap keluarganya. 
2. Fungsi  Kriminologi. 
Menurut Topo santoso (2003:23) mengemukakan bahwa: 
Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial 
sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi 
sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh 
perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar 
manusia.Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan 
pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan 
menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-
keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang 
berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan secara reaksi 
masyarakat terhadap keduanya. 
 
Menurut Topo santoso (2003:12) mengemukakan bahwa objek, 
studi kriminologi meliputi: 
1. Perbuatan yang disebut kejahatan 
2. Pelaku kejahatan 
3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan 
maupun terhadap pelakunya. 
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Dengan melihat keberadaan kriminilogi di tengah-tengah kehidupan 
masyarakat, fungsi kriminologi bersifat luas.Namun demikian, karena 
keberadaan kriminologi dalam sejarahnya tidak dapat dipisahkan dari 
hukum pidana, fungsi kriminologi ini dapat dibedakan kepada dua hal, 
yaitu fungsi klasik dan fungsi modern. 
Pada fungsinya yang klasik, keberadaan kriminologi berkaitan 
dengan hukum pidana, dimana dua disiplin ilmu ini saling berhubungan 
dan saling bergantung antara satu dengan lainnya, bahkan sebelumnya 
kriminologi dianggap sebagai bagian dari hukum pidana.Dalam 
perkembangan selanjutnya kriminologi dijadikan sebagai ilmu yang 
membantu hukum pidana (ilmu pembantu), dan sekarang hal tersebut 
tidak dapat dipertahankan lagi, karena perkembangan kriminologi sudah 
menjadi disiplin yang berdiri sendiri. 
Hubungan antara kriminologi dengan hukum pidana ini sedemikian 
dekatnya sehingga diibaratkan sebagai  “dua sisi diantara satu mata 
uang”, dimana hukum pidana pada dasarnya menciptakan kejahatan 
(kejahatan formal) dan rumusan kejahatan yang dimuat dalam hukum 
pidana itulah yang menjadi kajian pokok kriminologi. Disamping itu hukum 
pidana sebagai suatu disiplin yang bersifat normatif yang bersifat 
“abstrak”, di lain pihak kriminologi yang bersifat “faktual”. Maka, 
sebagaimana yang dikemukakan oleh Vrij bahwa “Kriminologi 
menyandarkan hukum pidana kepada kenyataan”. Bahkan karena cara 
pandang kriminologi yang lebih luas terhadapp kejahatan ketimbang 
hukum pidana, dapat dikatakan bahwa “kriminologi itu membuat bijak 
berlakunya hukum pidana. 
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Dari kerangka hubungan yang dekat sekali antara kriminologi 
dengan hukum pidana tersebut, maka fungsi kriminologi yang klasik ini 
adalah fungsinya dalam masalah hukum pidana, yaitu : 
a. Dalam perumusan atau pembuatan hukum pidana. 
b. Dalam penerapan hukum pidana. 





B. Pungutan Liar. 
1. Defenisi Pungutan Liar. 
Sebenarnya, istilah pungli hanyalah merupakan istilah politik yang 
kemudian dipopulerkan lebih lanjut oleh dunia jurnalis.Di dalam dunia 
hukum (pidana), istilah ini tidak dijumpai.Belum pernah kita mendengar 
adanya tindak pidana pungli atau delik pungli. 
Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan 
yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan 
pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli).Dalam 
bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau 
ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah 
karena ada kepentingannya. (www.hukumonline.com). 
Dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 
Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 
ayat (1) huruf c UU Nomor 3 Tahun 1971 , dan Pasal 12 UU Nomor 31 
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Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan 
ulang pada UU Nomor 20 Tahun 2001 (Memahami untuk membasmi), 
Pengertian pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh 
pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau 
dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang 
memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan 
potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Penulis 
berkesimpulan bahwa pungutan liar adalah suatu pebuatan yang 
dilakukan oleh pegawai negeri atau aparatur Negara yang memiliki dan 
menyalahgunakan suatu kewenangan tertentu dengan mengharap sebuah 
imbalan dengan menyalahi aturan hukum sehingga menimbulkan akibat 
moril dan materil bagi orang lain. 
2. Unsur-unsur Pungutan Liar 
Pungutan liar terdiri atas unsur- unsur obyektif dan unsur-unsur 
subjektif antara lain, yaitu: 
a. Unsur-unsur Obyektif 
Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur objektif dalam hal ini 
diatur dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 
2001 berasal dari Pasal 423 KUHP adalah : 
1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara (deambtenaar); 
2. Menyalahgunakan kekuasaan (misbruik van gezag); 
3. Memaksa seseorang (iemand dwigen om) untuk : 
a. Memberikan sesuatu (iets af geven); 
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b. Membayar (uitbetaling); 
c. Menerima pembayaran dengan potongan, atau (eene 
terughouding genoegen nemenbij eene uitbetaling); 
d. Mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri(een persoonlijken 
dienst verrichten). 
b. Unsur-unsur Subyektif 
Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur subjektif dalam hal ini 
diatur dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 
2001 berasal dari Pasal 423 KUHP adalah : 
1. Atau dengan maksud untuk (met het oogmerk om) 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan 
hukum (zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen); 




1. Defenisi Kepolisian. 
Kepolisian berasal dari kata Polisi yang pada mulanya berasal dari 
bahasa yunani yakni politea yang mempunyai arti pemerintahan negara. 
Seperti yang telah diketahui bahwa dahulu sebelum abad masehi negara 
yunani terdiri dari kota-kota yang disebut “polis”. Pada masa itu pengertian 
polisi adalah menyangkut segala urusan pemerintahan atau dengan kata 
lain polisi adalah urusan pemerintahan (Kelana,Momo.1994:1). 
Dalam perkembangan selanjutnya urusan pemerintahan itu 
semakin ruwet seiring dengan perkembangan zaman yang semakin 
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modern dan semakin terbukanya hubungan-hubungan luar negeri 
semakin bertambah, sehingga pada abad XVI di Perancis pembagian 
urusan pemerintah menjadi 5(lima) bagian yaitu : 
a. Bagian Defensi (pertahanan) 
b. Bagian Diplomasi (Hubungan Luar Negeri) 
c. Bagian Finansial (Keuangan) 
d. Bagian Yustisial (Peradilan) 
e. Bagian Polisi (Kepolisian) 
Diatas terlihat bahwa urusan polisi atau kepolisian menjadi 
berkurang yaitu menjadi tugas-tugas pemerintahan minus urusan ke 4 
(empat) dari bagian tersebut diatas, dan begitulah dalam proses 
selanjutnya bidang tugas kepolisian itu hanya sampai pada menjaga 
keamanan dan ketertiban masyarakat dalam arti seluas-luasnya.  
2. Pengertian Anggota Kepolisian. 
Tentunya tidak seorangpun di Indonesia yang belum pernah 
mendengar kata polisi. Dimanapun orang berada, baik dikota maupun di 
desa tentu pernah menjumpai dengan polisi.Akan tetapi banyak dari 
masyarakat mengetahui hanya dari jauh dan gambaran tentang polisi 
yang diperoleh amat tergantung pada pengetahuan masingmasing. 
Menurut pasal 20 ayat (1) Undang-undang No.2 tahun 2002 
menyatakan bahwa: 
Pegawai  Negeri  pada  Kepolisian Negara Republik Indonesia 
terdiri dari : 
a. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan 
b. Pegawai Negeri Sipil. 
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Pada pasal 21 ayat (1) Untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian 
Republik Indonesia, seorang calon harus memenuhi syarat sekurang-
kurangnya sebagai berikut: 
a. Warga Negara Indonesia; 
b. Beriman dan Bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 
c. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia 
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar Negara 
Republik Indonesia tahun 1945; 
d. Berpendidikan paling rendah menengah umum atau sederajat; 
e. Berumur paling rendah 18 tahun; 
f. Sehat jasmani dan rohani; 
g. Tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan; 
h. Berwibawa, jujur, dan berkelakuan tidak tercela; dan 
i. Lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota 
kepolisian. 
 
Momo Kelana (2002 : 118) mengatakan bahwa Syarat-syarat 
tercantum untuk menjadi anggota POLRI setelah memberikan isyarat 
bahwa pekerjaan “Kepolisian” telah dijadikan sebagai suatu Profesi. 
 
3. Tugas dan wewenang Aparat Kepolisian. 
Sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi kepolisian adalah salah 
satu fungsi pemerintah negara pada bidang pemeliharaan kekuasaan dan 
ketertiban masyarakat penegak hukum, pelindung, pengayom dan 
pelayanan kepada masyarakat. Mengenai tugas dan wewenang aparat 
kepolisian dicantumkan pada Bab III Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Adapun Tugas pokok (Tupok) Kepolisian Negara Republik 
Indonesia disebutkan pada pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 : 
Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : 
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 
b. Menegakkan hukum; dan 
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c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 
kepada masyarakat; 
 
Pada pasal 14 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 dalam menjalankan 
tupok Kepolisian Aparat kepolisian bertugas menjalankan: 
a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan,dan patroli 
terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai 
kebutuhan; 
b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin 
keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; 
c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi 
masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan 
warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-
undangan; 
d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 
e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 
f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis 
terhadap kepolisian khusus,penyidik pegawai negeri sipil, dan 
bentuk –bentuk pengamanan swakarsa; 
g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak 
pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan 
perundang-undangan lainnya; 
h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran 
kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk 
kepentingan tugas kepolisian; 
i. Melindungi keselamatan jiwa raga, hartabenda, masyarakat, 
dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau 
bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan 
dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; 
j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara 
sebelum ditangani instansi dan/atau pihak yang berwenang; 
k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 
kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta 
melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
 
Adapun mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi, pengawasan 
dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik PNS, dan 
bentuk pengamanan swakarsa lebih lanjut diatur dengan peraturan 
pemerintah. 
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Pasal 15, 16, dan 17 memaparkan wewenang aparat kepolisian 
dalam menjalankan tugas. Pada pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang : 
a. Menerima laporan dan/atau pengaduan; 
b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang 
dapat mengganggu ketertiban umum; 
c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit 
masyarakat; 
d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau 
mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; 
e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 
administratif kepolisian; 
f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari 
tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; 
g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 
h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret 
seseorang; 
i. Mencari keterangan dan barang bukti; 
j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; 
k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang 
diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; 
l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan 
pelaksanaan putusan pengadilan ,kegiatan instansi lain serta 
kegiatan masyarakat; 
m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara 
waktu. 
 
Pada pasal 2 UU Nomor  2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan–undangan 
lainnya memiliki wewenang: 
a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum 
dan kegiatan masyarakat lainnya; 
b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan 
bermotor; 
c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor; 
d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; 
e. Memberikan izin dan operasional dan melakukan pengawasan 
senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam; 
f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan 
terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan; 
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g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian 
khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang 
teknis kepolisian; 
h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negaralain dalam 
menyidik dan memberantas kejahatan internasional; 
i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang 
asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi 
instansi terkait; 
j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi 
kepolisian internasional; 
k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup 
tugas kepolisian. 
 
Pada pasal 3 disebutkan tata cara pelaksanaan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a diatur lebih lanjut dengan 
peraturan pemerintah. 
Selanjutnya dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 13, 14 dibidang proses pidana pada UU Nomor 2 
Tahun 2002 pasal 16 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia 
berwenang untuk : 
a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan 
penyitaan; 
b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat 
kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; 
c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam 
rangka penyidikan; 
d. Menuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta 
memeriksa tanda pengenal diri; 
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 
dengan pemeriksaan perkara; 
h. Mengadakan penghentian penyidikan; 
i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; 
j. Mengajukan permintaan langsung kepada pejabat imigrasi 
yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam 
keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau 
menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; 
k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik 
pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik 
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pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum ; 
dan 
l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung 
jawab. 
 
Pasal 16 Ayat (2) tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyidikan dan penyelidikan yang 
dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 
b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan 
tindakan tersebut dilakukan; 
c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan 
jabatannya; 
d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaaan yang 
memaksa;dan 
e. Menghormati hak asasi manusia. 
Pasal 17 menyatakan “Pejabat Kepolisian Negara Republik 
Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya diseluruh wilayah 
Negara Republik Indonesia, khususnya didaerah hukum pejabat yang 
bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. 
Jadi dalam hal ini pelaksanaan tugas dan wewenang aparat 
kepolisian telah dipaparkan secara rinci sesuai dengan UU RI Nomor 2 
tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
4. Anggota Polri Sebagai Pelaku Tindak Pidana. 
Bagi anggota POLRI yang melakukan tindak pidana dengan 
berlakunya Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang POLRI, maka 
anggota POLRI tersebut dikenakan hukum pidana umum sebagaimana 
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layaknya warga masyarakat sipil lainnya yang melakukan tindak pidana. 
Hal tersebut diperjelas dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 
2003 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi 
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan secara 
rinci tentang mekanisme penanganan bagi personil yang melakukan 
tindak pidana. 
Bagi anggota POLRI yang melakukan tindak pidana, laporan 
penanganannya dilakukan oleh Pelayanan Pengaduan penegakan Disiplin 
(P3D) atau yang dulunya disebut Provost, apabila dalam penyelidikan 
ditemukan telah terbukti melakukan tindak pidana, penanganan 
selanjutnya yakni proses penyidikan perkaranya ditangani oleh satuan 
reserse kriminal, selanjutnya setelah hasil penyidikan tersebut, maka 
berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaaan untuk selanjutnya disidangkan 
di pengadilan setempat dimana locus delicty dan tempus delicty perkara 
tersebut terjadi. Apabila telah dijatuhi vonis hukuman, maka bagi anggota 
POLRI tersebut mendapatkan sanksi yang sama pula dengan masyarakat 
sipil lainnya. 
 
D. Pengertian Pengemudi  
Pengemudi atau bahasa Inggrisnyadriver adalah orang yang 
mengemudikan kendaraan baik kendaraan bermotor atau orang yang 
secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar 
mengemudikan kendaraan bermotor ataupun kendaraan tidak bermotor 
seperti pada bendi/dokar disebut juga sebagai kusir, pengemudi becak 
sebagai tukang becak. Pengemudi mobil disebut juga sebagai sopir, 
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sedangkan pengemudi sepeda motor disebut juga sebagai pengendara. 
Di dalam mengemudikan kendaraan seorang pengemudi diwajibkan untuk 
mengikuti tata caraberlalu lintas. Seorang yang telah mengikuti ujian dan 
lulus ujian teori dan praktik mengemudi akan dikeluarkan Surat Izin 
Mengemudi (SIM). (http://id.wikipedia.org/wiki/Pengemudi) 
Berdasarkan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 1 ayat 23,  Pengemudi adalah orang yang 




1. Pengertian Kejahatan 
Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di 
seluruh negara semenjak dahulu dan pada hakikatnya merupakan produk 
dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut 
pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma-
norma agama, norma moral hukum. 
Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia 
mendapat rekasi dari masyarakat. Untuk lebih jelasanya akan diterankan 
sebagai berikut: 
a. Perbuatan yang disebut kejahatan 
1) Kejahatan dari segi yuridis. 
Kata kejahatan menurut pengertian orang banyak sehari-hari 
adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang 
dapat merasakan bahwa itu jahat seperti pemerasan, pencurian, 
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penipuan dan lain sebagainya yang dilakukan manusia, 
sebagaimana yang dikemukakan oleh (Rusli Effendy, 1991:1)  
Kejahatan  adalah delik hukum (Rechts delicten) yaitu 
perbuatan-perbuatan  yang meskipun tidak ditentukan dalam 
undang-undang sebagi peristiwa pidana, tetapi dirasakan 
sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum . 
 
Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi 
pidana yang telah diatur dalam Buku Kesatu dijelaskan oleh   J.E. 
Sahetapy (1989:110), bahwa : 
Kejahatan, sebagaimana terdapat dalam perundang-undangan 
adalah setiap perbuatan ( termasuk kelalaian) yang dilarang 
oleh hukum publik untu melindungi masyarakat dan diberi 
sanksi berupa pidana oleh negara 
 
Menurut Moeliono (Soedjono Dirdjosisworo, 1976:3) 
merumuskan kejahatan adalah “ pelanggaran terhadap norma  
hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan 
yang merugikan, menjengkelkan, dan tidak boleh dibiarkan” 
Sedangkan menurut Edwin H. Sutherland (Topo Santoso, 
2003:14) 
Bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah pelaku yang dilarang 
oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan bagi 
negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan 
hukum sebagai upaya pamungkas 
 
J.E. Sahetapy (1989:11) memberikan batasan pengertian 
kejahatan sebagai berikut : 
 “kejahatan sebagaimana terdapat dalam perundang-undangan 
adalah setiap perbuatan termasuk kelalaian yang dilarang oleh 




Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai 
perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan 
dalam hukum pidananya dan diancam denga suatu sanksi. 
2) Kejahatan dari segi sosiologis 
Menurut Topo Santoso (2003:15) bahwa : 
Secara sosiologi kejahatan merupakan suatu perilaku manusia 
yang diciptakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat 
memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda akan 
tetapi didalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola 
yang sama 
 
Sedangkan menurut R. Soesilo (1985:15) bahwa 
Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah 
laku manusia, walaupun tidak atau bukan ditentukan dalam 
undang-undang , karena pada hakikatnya warga masyarakat 
dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut 
menyerang dan merugikan masyarakat 
 
Berdasarkan pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
kejahatan pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang dilarang 
Undang-undang, oleh karena perbuatan yang merugikan  
kepentingan umum dan pelakunya dapat dikenakan pidana. 
b. Pelaku kejahatan 
Gejala yang dirasakan kejahatan pada dasarnya terjadi dalam 
proses dimana ada interaksi sosial antara bagian dalam masyarakat yang 
mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan 
dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan. 
Dalam khasanah terminologi orang tidak akan melupakan seorang 
sarjana bernama  Cesare Lambrosso (1835-1909) ia merupakan orang 
pertama yang meletakkan metode ilmiah dan mencari penjelasan tentang 
sebab kejahatan serta melihatnya dari banyak faktor. 
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Penjahat merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana dan 
telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut. 
Sedangkan menurut Garofalo ( W.A. Bonger, 1982:82) bahwa. 
Para pelaku kejahatan biasanya dikarenakan bukan karena 
pembawaan tetapi karena kecendrungan, kelemahan, hawa nafsu 
dan karena kehirmatan atau keyakinan. 
 
Separovic (Weda,1996:76) mengemukakan,bahwa ada dua faktor 
yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu  
(1) faktor personal, temasuk di dalamnya faktor biologis (umur, 
jenis kelamin,keadaan mental, dan lain-lain) dan psikologis 
(agresivitas,kecorobahan,dan keteransingan), dan  
(2) faktor situasional,seperti situasi konflik,faktor tempat dan waktu. 
 
Pendekatan lain yang menjelaskan sebab-sebab kejahatan adalah 
pendekatan sobural, yaitu akronim dari niali-nilai sosial, aspek budaya, 
dan faktor struktur yang merupakan elemen-elemen yang terdapat dalam 
setiap masyarakat (Sahetapy, 1989:37)  aspek budaya dan faktor struktual 
merupakan dua elemen yang saling berpengaruh dalam masyarakat. Oleh 
karena itu, kedu element tersebut bersifat bersifat dinamis sesui dengan 
dinamisasi dalam masyarakat yang bersangkutan. Ini berarti, kedua 
element tersebut tidak dapat dihindari dari adanya pengaruh luar seperti 
ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebagainya. Kedua elemen yang 
saling mempengaruhi niali-nilai sosial  yang terdapat dalam masayarakat. 
Dengan demikian, maka nilai –nilai sosial pun akan bersifat dinamis 
sesuai dengan perkembangan aspek budaya dan faktor struktual dalam 




2. Teori Penyebab Kejahatan. 
Semua fenomena baik maupun buruk yang dapat menimbulkan 
kriminalitas (faktor kriminogen) diperhatikan dalam meninjau dan 
menganalisa terjadinya suatu kejahatan. Apabila kita membicarakan 
mengenai kejahatan termasuk sebab-sebabnya tentu tidak akan terlepas 
dari ilmu kriminologi. Menurut Bonger mengatakan bahwa kriminologi 
adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan seluas-luasnya. Menurut 
sumber yang didapat penulis dari (http://bengkuluutara.wordpress.com) 
menyatakan bahwa dalam teori kriminologi sendiri kejahatan terbagi ke 
dalam tiga perspektif yaitu perspektif biologis dan psikologis, kemudian 
perspektif sosiologis dan yang ketiga adalah dari perspektif lannya. 
a. Teori Kejahatan dari Perspektif Biologis dan Psikologis. 
“Cesare Lombroso” seorang Italia yang sering dianggap sebagai 
“the father of modern criminology” menjelaskan tentang kejahatan dari 
mashab klasik menuju mashab positif. 
Perbedaan signifikan antara mashab klasik dan mashab positif 
adalah bahwa yang terakhir tadi mencari fakta empiris untuk 
mengkonfirmasi gagasan bahwa kejahatan itu ditentukan oleh berbagai 
faktor. Dimana para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi 
dari kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, 
sosialisasi yang tidak memadai dimasa kecil, kehilangan hubungan 
dengan ibu dan lain-lain. 
Sementara dari tokoh biologis mengukuti tradisi Charles Goring 
dalam upaya menelusuri tentang tingkah laku kriminal. 
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1) Penjelasan Biologis Atas Kejahatan 
Auguste Comte membawa pengaruh penting bagi para tokoh 
mazhab positif menurutnya ”there could be no real knowledge 
of social phenomena unless it was based on a positivist.” Tokoh 
yang terkenal diantaranya yaitu: 
a) Cesare Lombroso 
Cesare Lombroso mengabungkan positivisme comtedan 
evolusi dari Darwin. Ajaran inti dari teori Lombroso 
menjelaskan tentang penjahat mewakili suatu tipe 
keanehan fisik, yang berbeda dengan non criminal, dia 
mengklaim bahwa para penjahat mewakili sutau bentuk 
kemerosotan yang termanifes dalam karakter fisik yang 
merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi. 
Teorinya tentang born criminal menyatakan bahwa para 
penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam 
kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang 
mirip kera dalam sifat bawaan dan watak dibandingkan 
mereka yang bukan penjahat. 
b) Enrico Ferri 
Ferri (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2002:40) 
berpendapat bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui 
studi pengaruh pengaruh interaktif diantara faktor fisik dan 
faktor sosial. Dia juga berpendapat bahwa kejahatan dapat 
dikontrol dengan perubahan sosial misalnya kontrol 
kelahiran. 
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c) Raffaela Garafola 
Menurut teori ini kejahatan-kejahatan alamiah ditemukan di 
dalam seluruh masyarakat manusia, tidak peduli 
pandangan pembuat hukum dan tidak ada masyarakat 
yang beradab dapat mengabaikannya. 
d) Charles Buchman Goring. 
Goring menyimpulkan tidak ada perbedaan-perbedaan 
signifikan antara penjahat dan non penjahat kecuali dalam 
hal tinggi dan berat tubuh. Para penjahat didapat lebih kecil 
dan ramping. Ia menafsirkan temuan ini sebagai 
penegasan dari hipotesanya bahwa para penjahat secara 
biologi lebih inferior  tetapi tidak menemukan satu pun tipe 
fisik penjahat. 
2) Teori-Teori Fisik (Body Types Theories) 
a) Ernst Kretchmer ( 1888-1964) 
Ernst Kretchmer (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 
2002:40) mengidentifikasi empat tipe fisik yakni; 
(1) Asthenic, dengan ciri-ciri kurus, bertubuh ramping dan 
berbahu kecil; 
(2) Athletic, dengan ciri fisik menengah tinggi, kuat, berotot 
dan bertulang kasar; 
(3) Pyknic, dengan ciri fisik tinggi sedang, figur tegap, leher 
besar dan wajah luas; 
(4) dan beberapa tipe campuran yang tidak terklasifikasi. 
 
b) Ernest A. Hooten (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 
2002:40) Beliau adalah seorang antropolog fisik. 
Perhatiannya terhadap kriminalitas yang secara biologis 
36 
ditentukan dengan publikasinya yang membandingkan 
penghuni penjara di Amerika dengan suatu control group 
dari non kriminal. 
c) William H. Sheldon (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 
2002:40) Ia memformulasikan sendiri sendiri kelompok 
samatotypes. Menurutnya orang yang didominasi sifat 
bawaan mesomorph (secara fisik kuat, agresif dan atletis) 
cenderung lebih dari orang lainnya untuk terlibat perilaku 
ilegal. 
d) Sheldon Glueck 
Sheldon Glueck (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 
2002:40) melakukan studi komparatif antara pria delinquent 
dengan non-dilenquent. 
 
b. Teori Kejahatan dari Perspektif Sosiologis. 
Dimana teori-teori sosiologis mencari alasan perbedaan dalam 
angka kejahatan didalam lingkungan sosial. Teori ini dapat dikategorikan 
dalam 3 kategori umum yakni; strain, culture divience, dan social control. 
1) Strain Theories 
Salah satu teori dari kategori strain theories adalah Theory 
Anomie dari Emile Durhkeim. Ia menyakini jika sebuah masyarakat 
sederhan bekembang menuju suatu masyarakat yang modern dan 
kota maka kedekatan yang dibutukan untuk melanjutkan satu set 
norma akan merosot dimana kelompok-kelompok akan terpisah 
dan dalam ketiadaan dalam satu set aturan-aturan umum tidakan-
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tindakan dan harapan orang dalam satu sektor mungkin akan 
bertentangan tindakan dan harapamn orang lain dengan tidak 
dapat diprediksi perilaku sistem tersebut secara bertahap akan 
runtuh dan masyarakat itu dalam kondisi anomie. 
Durkheim mempercayai bahwa hasrat manusia adalah tak 
terbatas satu. Karena alam tidak mengatur batas-batas biologis 
yang ketat untuk kemampuan manusia. 
2) Teori-Teori Penyimpangan Budaya (Cultural Deviance 
Theories) Tiga teori utama dari cultural deviance theories yakni: 
a) Social Disorganization 
Teori ini terfokus pada perkembangan disintegrasi nilai 
konvensional yang disebabkan industrialisasi yang cepat, 
peningkatan imigrasi dan urbanisasi. Tokoh yang terkenal 
diantaranya adalah: 
(1) W.I Thomas dan Florian Znanieck 
Dalam buku mereka yang berjudul The polish peasant 
in Ueropa and America mengambarkan pengalaman 
sulit yang dialami petani Polandia ketika mereka 
meninggalkan dunia lamanya yaitu pedesaan untuk 
menuju kota industri didunia baru. Selain itu mereka 
menyelidiki asimilasi dari para imigran dimana para 
imigran tua tidak begitu terpengaruh akan kepindahan 
itu meski berada di daerah kumuh. Tidak demikian 
dengan generasi muda mereka memiliki sedikit tradisi 
lama tetapi tidak terasimilasi dengan tradisi dunia baru. 
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(2) Robert Park dan Ernest Burgess. 
Mereka mengembangkan lebih lanjut studi tentang 
social disorganization dari Thomas dan Znaniecki 
dengan mengintrodusir analisa ekologis dari 
masyarakat dunia. Dalam studinya tentang 
disorganization social mereka meneliti karakter daerah 
dan bukan meneliti para penjahat untuk penjelasan 
tentang tingginya angka kejahatan. Mereka 
mengembangkan pemikiran tentang natural urban 
areas yang terdiri atas zona-zona konsentrasi yang 
memanjang keluar dari distrik pusat bisnis di tengah 
kota. 
(3) Clifford Shaw dan Hendri McKay 
Dimana mereka menunjukan bahwa angka tertinggi 
dari dilenquent berlangsung terus di area yang sama 
dari kota Chicago meskipun komposisi etnis berubah. 
Penemuan ini membawa kesimpulan bahwa faktor 
yang paling menentukan bukanlah etnisitas melainkan 
posisi kelompok didalam penyebaran status ekonomi 
dan nilai-nilai budaya. 
b) Culture Conflick Theory 
Menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang berlainan 
belajar conduck norm yang berbeda dan bahwa conduck 
normsdari suatu kelompok mungkin berbenturan dengan 
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aturan konvensional kelas menengah. Tokohnya yang 
terkenal adalah Thorsten Sellin dimana ia mengatakan 
conduck norm merupakan aturan yanmg merefleksikan dari 
sikap-sikap dari kelompok yang masing-masing dari kita 
memilikinya. 
c) Differential Association Theory 
Memegang pendapat bahwa orang belajar melakukan 
kejahatan sebagai akibat hubungan dengan nilai-nilai dan 
siap anti sosial serta pola tingkah laku kriminal. 
c. Teori Kejahatan dari Perspektif Lainnya . 
Teori dari perpektif lainnya ini merupakan suatu alternative 
penjelasan terhadap kejahatan yang berbeda dengan teori 
sebelumnya.Penjelasan alternatif ini secara tegas menolak model 
konsensus tentang kejahatan dimana semua teori sebelumnya. Menurut 
teori ini kalau perbuatan tidak dibuat kejahatan oleh hukum maka tidak 
seorang pun yang melakukan perbuatan itu dapat disebut sebagai 
seorang penjahat. Teori-teorinya antara lain: 
1) Labeling Theory 
Para pakar memandang para kriminal bukan sebagai orang 
yang bersifat yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan bersifat 
salah tetapi merea adalah individu yang sebelumnya pernah 
berstatus jahat sebagai pemberian system peradilan pidana 
maupun masyarakat secara luas. 
2) Conflick Theory, Teori konflik ini menyoalkan mengenai proses 
pembuatan hukum itu sendiri. 
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3. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Norma hukum pada umumnya di rumuskan dalam undang-undang 
yang dipertanggungjawabkan aparat pemerintah untuk menegakkanya, 
terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Namun, karena kejahatan 
lansung mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, karena 
setiap orang mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tenang dan 
damai. 
Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau 
tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi 
terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan 
dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan 
tersebut. 
Menurut Hoefnangels (Arif Gosita, 1992:2) upaya penanggulangan 
kejahatan dapat ditempuh dengan cara: 
a) Criminal application : (penerapan hukum pidana) 
Contohnya : penerapan pasal 354 KUHP dengan hukuman 
maksimal yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun 
putusannya. 
b) Preventif Without punishment : (pencegahan tanpa pidana) 
Contohnya : dengan menerapakan hukuman maksimal pada 
pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan 
prevensi (pencegahan) kepada publik walaupun ia tidak dikenai 
hukuman atau shock therapy kepada masyarakat. 
c) Influencing views of society on crime and punishment (mas 
media mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai 
kejahatan dan pandangan lewat mas media). 
Contohnya : mensosialisasikan suatu undang-undang dengan 
memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan 
ancaman hukumannya. 
 
Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu 
kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan.Memberikan batasan tentang 
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pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala 
tindakan yang mepunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang 
lingkup kekerasan dari suatu pelanggaran baik melalui pengurangan 
ataupun melaui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang 
yang potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum. 
Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. 
Dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat sangat 
berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang yang 
dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang 
bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. 
Peran pemerintah begitu luas, maka kunci dan strategis dalam 
menanggulangi kejahatan meliputi (Arief Gosita, 1992:4), ketimpangan 
sosial, diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran 
dan kebodohan diantara golongan besar penduduk. Bahwa upaya 
penghapusan sebab dari kondisi menimbulkan kejahatan harus 
merupakan strategi pencegahan kejahatan yang mendasar. 
Secara sempit lembaga yang bertanggung jawab atas usaha 
pencegahan kejahatan adalah polisi. Namun karena terbatasnya sarana 
dan prasarana yang dimiliki oleh polisi telah mengakibatkan tidak 
efektifnya tugas mereka. Lebih jauh polisi juga tidak memungkinkan 
mencapai tahap ideal pemerintah, sarana dan prasarana yang berkaitan 
dengan usaha pencegahan kejahatan. Oleh karena itu, peran serta 
masyarakat dalam kegiatan. Oleh karena itu, peran serta  masyarakat  






A. Lokasi Penelitian 
Penyusunan skripsi ini akandirencanakan dengan suatu penelitian 
awal. Maka dengan itu penulis mengadakan penelitian awal berupa 
mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya 
dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di pada stasiun terminal 
regional daya dan stasiun terminal malengkeri di kota Makassar, 
Terminal Cappa Bungaya Kabupaten Gowa, Terminal Petta Ponggawae 
Kabupaten Bone, Terminal Salewangan Kabupaten Maros, dan aparat 
penegak hukum yaitu Kepolisian ( Polisi Lalulintas) dan Dinas 
Perhubungan ( DLLAJR) 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah data 
primer dan data sekunder. 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi 
penelitian yaitu di Terminal Regional Daya dan Terminal  
Malengkeri di wilayah kota Makassar yang diperoleh melalui 
wawancara langsung kepada narasumber; 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung 
melalui penelitian kepustakaan (Library Research) baik dengan 
teknik pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, karya-karya 
ilmiah, artikel-artikel dari internet serta dokumen-dokumen yang 
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ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam 
tulisan ini. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data yang dipilih dan dilakukan dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Wawancara (interview), yakni penulis mengadakan tanya  jawab 
dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang 
dibahas. 
2. Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian kepustakaan dilaksanakan 
untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang 
bersumber dari buku-buku, terhadap dokumen perkara serta 
peraturan-peraturan  yang berhubungan dengan penelitian ini. 
3. Angket, yakni penulis membagikan angket yang berisi pertanyaan-
pertanyan yang terkait dengan kasus tersebut. 
D. Analisis Data 
Seluruh data yang dikumpulkan oleh penulis, selanjutnya 
diklasifikasi dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari 
bahanbahan yang didapatkan sesuai dengan permasalah yang dibahas. 
Kesimpulan-kesimpulan tersebut atau pesan-pesan dari berbagai macam 
bahan yang telah dianalisis digunakan untuk mengkaji dan membahas 
permasalahan yang diteliti oleh penulis pada penelitian ini.Hal ini 





HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pungutan Liar Kepada 
Pengemudi Angkutan Daerah. 
1. Pembagian pungutan liar 
Sebelum penulis membahas faktor-faktor penyebab terjadinya 
pungutan liar kepada pengemudi angkutan antar daerah, terlebih dahulu 
penulis akan menguraikan data mengenai subjek dari penelitian ini adalah 
sopir angkutan kota antar daerah yang sering menempati stasiun terminal 
yaitu pada stasiun terminal regional daya dan stasiun terminal malengkeri 
di kota Makassar, Terminal Cappa Bungaya Kabupaten Gowa, Terminal 
Petta Ponggawae Kabupaten Bone, dan Terminal Salewangan Kabupaten 
Maros. Adapun jumlah responden yang telah diberikan angket pada 
stasiun terminal daya sebanyak 10  orang responden, stasiun terminal 
malengkeri sebanyak 10 orang responden, stasiun terminal 
Terminal Cappa Bungaya Kabupaten Gowa sebanyak 10 orang,  stasiun 
Terminal Petta Ponggawae Kabupaten Bone sebanyak 10 orang, stasiun 
Terminal Salewangan Kabupaten Maros sebanyak 10 orangsehingga total 












No Lokasi Jumlah Responden 
1 
Terminal Regional Daya 




( Pada Tanggal 10 Juli 2013) 
10 
3 
Terminal Cappa Bungaya 
( Pada Tanggal 12 Juli 2013) 
10 
4 
Terminal Petta Ponggawae 




( Pada Tanggal 18 Juli 2013) 
10 
Jumlah 50 
Sumber Angket Juni 2013 
 
Pemberian  angket  dilaksanakan  pada hari kamis  tanggal 7 Juni 
2013 sampai dengan 18 Juni 2013. Dari hasil penelitian ini penulis 
membagi pungutan liar menjadi dua jenis, yaitu: 
1. Pungutan liar yang bersifat resmi adalah pungutan yang 
dilakukan di luar tarif yang telah ditetapkan oleh aturan hukum 
yang berlaku. 
2. Pungutan liar yang bersifat tidak resmi adalah pungutan yang 
dilakukan tanpa ada aturan hukum yang berlaku.  
Selain dari jenisnya pungutan liar juga terbagi ke dalam dua bentuk, 
yaitu: 
1. Pungutan liar Internal adalah pungutan yang terjadi dalam 
lingkup internal suatu lembaga. 
2. Pungutan liar Eksternal adalah pungutan yang terjadi dalam 
lingkup eksternal suatu lembaga. 
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Berdasarkan keterangan responden di kelima stasiun terminal 
menunjukkan bahwa sopir terkadang memberikan setoran atas pungutan 
liar yang dilakukan oleh oknum-oknum kepolisian (LANTAS), pegawai 
Perhubungan (DLLAJR) dan Sopir yang diwawancarai pada stasiun 
terminal umumnya membayar kepada oknum-oknumn kepolisian 
(LANTAS) dan pegawai Perhubungan (DLLAJR) secara tidak tetap. 
Tabel. 2 

































3 2 5 3 2 15 
Sumber Angket Juni 2013 
Berdasarkan keterangan responden mengenai jumlah pungli oleh 
oknum kepolisian(LANTAS) dan pegawai Perhubungan (DLLAJR) 
menunjukkan bahwa dari kelima stasiun terminal yakni terminal daya dan 
terminal malengkeri diperoleh data bahwa dari 50 orang responden 
terdapat 15 orang responden yang mengalami pungli secara resmi dan 
tidak resmi sedangkan terdapat 31 orang responden hanya pernah 
mengalami pungli secara tidak resmi serta tidak ada satu pun responden 
yang hanya dikenakan pungutan liar secara resmi. Waktu terjadinya 
pungutan liar itu tidak tetap tergantung pada situasi yang terjadi seperti 
razia kendaraan, saat melewati pos-pos polisi dan lain-lain. Selain itu 
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menurut tempat terjadinya berdasarkan wawancara dengan beberapa 
orang responden tempat terjadinya pungli antara lain: 
1. Terminal 
2. Lampu Lalu Lintas 
3. Persimpangan dll 
Namun, hasil angket tersebut dibantah oleh Kasat Lantas masing-
masing daerah tersebut,  dengan alasan bahwa tidak ada satupun laporan 
dari masyarakat yang mengatakan telah terjadi pungutan liar di tempat 
tersebut karena pada dasarnya semua anggota diinstruksikan untuk 
melakukan kewajibannya sesuai dengan tugas dan kewenangannya 
sebagai seorang polisi (LANTAS) dan  pegawai Perhubungan (DLLAJR), 
sesuai dengan aturan yang berlaku serta sudah ada pengawasan yang 
telah dilakukan oleh Propam Polda. 
 
2. Faktor Penyebab Terjadinya Pungutan Liar 
Tabel. 2 
Jumah Pungutan Liar Yang Terjadi 
 
 










Berdasarkan keterangan responden mengenai alasan oknum 
kepolisian melakukan pungutan kepada sopir menunjukkan bahwa 
diantara 50 orang responden terdapat 18 orang (36%) responden yang 
mengatakan sebagai “uang rokok”, terdapat 5 orang (10%) responden 
yang mengatakan telah melakukan pelanggaran, dan terdapat 27 orang 
(54%) responden yang mengatakan tidak tahu/tanpa alasan. Berdasarkan 
dari hasil angket tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa Faktor 
yang menyebabkan terjadinya tindakan pelanggaran disiplin berupa 
pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Polisi Satuan Lalu Lintas 
terhadap pengguna kendaraan bermotor diantaranya terdiri dari 2 faktor, 
yaitu faktor internal dan ektrenal. Faktor-faktor tersebut dapat dijabarkan 
sabagai berikut sebagai berikut: 
1. Faktor Internal 
a. Faktor ekonomi, berdasarkan keterangan responden 
mengenai alasan oknum kepolisian (POLANTAS) dan 
oknum pegawai Dinas Perhubungan (DLLAJR), melakukan 
pungutan kepada sopir yang menunjukkan sekitar 18 orang 
(36 %) responden yang mengatakan sebagai “uang rokok”. 
Faktor ekonomi dengan penghasilan yang bisa dikatakan 
tidak mencukupi kebutuhan hidup yang tidak sebanding 
dengan tugas yang diembannya. 
b. Faktor mental, berdasarkan keterangan responden 
mengenai alasan oknum kepolisian (POLANTAS) dan 
oknum pegawai Dinas Perhubungan (DLLAJR) melakukan 
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pungutan kepada sopir yang menunjukkan sekitar 27 orang 
(54%) responden yang mengatakan tidak tahu/tanpa alasan 
dan sekitar 5 orang (10%) responden yang mengatakan 
telah melakukan pelanggaran. Faktor mental sangat 
berpengaruh karena dengan adanya suatu karakter atau 
kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak apakah 
seseorang tersebut dapat mengontrol dirinya sendiri atau 
tidak kembali kejiwadari seseorang itu sendiri. 
c. Faktor penyalahgunaan wewenang hal tersebut sangat 
berpengaruh karena dengan jabatan atau kewenangan 
seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh 
oknum anggota Polri terutama dalam hal ini pelanggaran 
yang dilakukan oleh oknum Polri satuan lalu lintas terhadap 
pengemudi angkutan antar daerah.  
d. Faktor kultural yang diakui masih terjadi di Kepolisian 
antara lain pungutan liar dan penyuapan.  
2. Faktor Eksternal 
a. Dipengaruhi oleh budaya masyarakat yang dilayaninya 
b. Kebijakan politik negara maupun kelompok elite.  
c. Faktor dorongan dari masyarakat yang memancing oknum 
Polisi tersebut agar melakukan perbuatan yang 
menyimpang  
Selain dari faktor Dari hasil keterangan responden menunjukkan 
bahwa kepolisian (POLANTAS) dan pegawai Dinas Perhubungan 
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(DLLAJR) belum sepenuhnya bertugas memberikan perlindungan, 
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 
Pungutan liar yang dilakukan oleh oknum kepolisian merupakan 
salah satu bentuk atau jenis tindak pidana korupsi dalam rumusan yang 
berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c 
UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai 
tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni 
pemerasan dalam jabatan. Adapun beberapa pandangan mengenai 
faktor-faktor terjadinya korupsi antara lain: 
a) Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP) dalam bukunya berjudul "Strategi Pemberantasan 
Korupsi," antara lain: 
1. Aspek Individu Pelaku 
a. Sifat tamak manusia; 
b. Moral yang kurang kuat; 
c. Penghasilan yang kurang mencukupi; 
d. Kebutuhan hidup yang mendesak; 
e. Gaya hidup yang konsumtif; 
f. Malas atau tidak mau kerja; 
g. Ajaran agama yang kurang diterapkan. 
2. Aspek Organisasi 
a. Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan; 
b. Tidak adanya kultur organisasi yang benar;  
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c. Sistim akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah 
yang kurang memadai; 
d. Kelemahan sistim pengendalian manajemen; 
e. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam 
organisasi. 
3. Aspek Tempat Individu dan Organisasi Berada 
a. Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya 
korupsi Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya 
masyarakat; 
b. Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama 
korupsi; 
c. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat 
korupsi; 
d. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa 
dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif; 
e. Aspek peraturan perundang-undangan membahas 
mengenai tindak pidana, sanksi pidana serta 
pertanggungjawaban pidananya. 
b) Menurut Bibit Samad Rianto salah seorang petinggi KPK dalam 
sebuah rakernas Depkes tahun 2008 di Surabaya menyebutkan 
bahwa kejahatan korupsi terjadi karena apabila terdapat: 
1. Desire to Act (keinginan untuk berbuat 
2. Ability to Act (Kemampuan untuk berbuat) 
3. Opportunity (Kesempatan) 
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4. Suitable Target (ketepatan target) 
Namun, dari sekian faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi, 
secara umum penulis sependapat dengan pandangan Dr. Sarlito Sarwono  
(http://www.transparansi.or.id/?pilih=lihataboutcorruption&id=4) mengenai 
faktor-faktor penyebab korupsi antara lain : 
1. Dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat,kehendak, 
dan sebagainya); 
2. Rangsangan dari luar (dorongan teman-teman,adanya 
kesempatan, kurang kontrol dansebagainya). 
Undang-undang Kepolisian mengatur tentang pembinaan profesi, 
kode etik profesi dan disiplin Polri agar segala tindakan pejabat Polri 
maupun anggota Polri dapat dipertanggung jawabkan baik secara hukum, 
moral maupun secara kode etik profesi serta disiplin dan terutama HAM. 
Selain berpegang teguh pada undang- undang Nomor 2 Tahun 2002, 
tugas dan wewenang aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur 
juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan 
Pemerintah No 3 Tahun 2003 yang mengatur tentang peraturan disiplin 
dan peraturan kode etik profesi Polri. Nampaknya apa yang diamanatkan 
dalam undang-undang tersebut sangat jauh berbeda dengan apa yang 
terjadi dilapangan saat ini, terutama menyangmenyangkut perlindungan, 
pelayanan dan pengayoman terhadap masyarakat. 
Tujuan untuk memperkaya diri akan didapat dengan mudah apabila 
menjadi petugas Polisi Satuan Lalu Lintas. Faktor determinan ini menjadi 
tantangan yang sangat berat bagi Polri dalam upayanya mewujudkan 
reformasi Polri dan membangun citra positif dimata masyarakat. 
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B. Upaya Penanggulangan Terjadinya Pungutan Liar Kepada 
Pengemudi Angkutan Antar Daerah. 
Pungutan liar sebagai salah satu bentuk kejahatan pemerasan 
adalah merupakan sutu gejala sosial yang bersifat abadi sehinggah 
senantiasa mewarnai sisi kehidupan umat dalam kehidupan 
bermasyarakat. Oleh karena itu apapun bentuk dan upaya mustahil 
karena kejahatan iru lahir disebabkan oleh permasalahan yang multi 
kompleks khusunya pemasalahan manusia dalam melakukan pemenuhan 
kebutuhan hidupnya yang tidak pernah sempurna serta kepentingan dari 
tiap-tiap individu yang berbeda-beda. 
Walaupun demikian, kewajiaban bagi setiap manusia untuk 
senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan 
pengcegahan dan penanggulangan dengan tujuan tindak kejahatan yang 
terjadi dapat diminimalisir serendah mungkin baik dari segi kualitasnya, 
dalam rangka menciptakan suatu keadaan tertib hukum  dalam 
masyarakat. 
Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah dipaparkan penulis 
diatas, upaya yang dilakukan dalam rangka pengcegahan dan 
penanggulangan terhadap terjadinya pungutan liar yang dilakukan oleh 
oknum polisi Lalu Lintas dan dan dinas Perhubungan (DLLAJR) yang 
telah dilaksanakan sebagai berikut : 
a) Upaya Pre-emtif 
a. Melakukan pembinaan internal mengenai kode etik dan 
disiplin kepolisian 
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b. Himbauan kepada anggota kepolisian mengenai 
sanksihukum apabila melakukan kejahatan 
c. Arahan dari pimpinan berupa nasehat dan instruksi 
terhadap anggota kepolisian untuk melakukan kewajiban 
sesuai dengan tugas dan kewenangannya. 
b) Upaya  Preventif 
Tindakan preventif adalah suatu usaha pencegahan dan 
penanggulangan yang meliputi proses perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, mengarahkan dan 
menggerakkan masyarakat untuk mentaati peraturan 
perundang-undangan dan norma-norma sosial yang berlaku 
serta berperang aktif menciptakan, memelihara atau 
meningkatkan ketertiban dan keamanan bagi diri dan 
lingkungan dalam bentuk sistim keamanan swakarsa. 
Soerjono Soekanto, (1983 : 216) mengemukakan bahwa : 
Mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba 
medidik penjahat menjadin orang baik kembali, lebih lanjut 
beliau menjelaskan bahwa kata “lebih baik” dimaksud tidak 
lain dari lebih muda, lebih murah dalam mencapai tujuan 
melakukan pengcegahan dari pada menempuh tindakan 
represif   
 
Dalam hubungannya dengan uraian di atas, Upaya 
pencegahan dan penanggulangan dalam bentuk preventif yang 
dilakukan agar tidak terjadi pungutan liar oleh oknum aparat 
Kepolisian yaitu  ; 
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1. Meningkatkan pengetahuan dan sosialisasi masalah 
hukum khususnya peraturan yang berkenaan dengan lalu 
lintas. 
2. Meningkatkan kesadaran hukum untuk membayar tilang 
sesuai dengan prosedur yang berlaku. 
3. Melakukan tindakan Preventif Yustisiil yaitu suatu usaha 
dan kegiatan yang titik beratkan kepada peningkatan 
kesadaran, ketaatan dan kedisiplinan terhadap aparat 
penegak hukum yang baik dan benar. 
4. Melakukan tindakan preventif Bestuolijk yaitu usaha dan 
kegiatan yang dititik beratkan kepada pengorganisasian 
dan pemberdayaan terhadap aparat penegak hukum 
yang baik dan benar. 
5. Melakukan tindakan preventif Edukatif yaitu usaha dan 
kegiatan yang dititik beratkan kepada peningkatan 
pengetahuan dan pemahaman bagi setiap personil polisi 
yang melakuan pelaggaran serta fungsi dan tugas-tugas 
pokok kepolisian serta tugas dan tanggung jawab 
sebagai kewajiban bagi setiap individu terhadap 
masyarakat dalam rangka menciptakan keadilan yang 
lebih baik terhadap pelanggar aturan lalulintas. 
6. Melakukan tindakan preventif sosial yaitu usaha dan 
kegiatan penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-
norma sosial, dengan melakukan pengawasan, 
pemantauan, pembinaan serta pendataan terhadap hal-
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hal yang dapat menimbulkan gangguan terhadap 
masyarakat. 
c) Upaya  Represif 
Tindakan represif adalah merupakan suatu upaya 
pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan cara 
melakukan pola-pola penindakan atau penghukuman terhadap 
para pelaku pungutan liar berdasarkan ketentuan hukum dan 
perundang-undangan yang berlaku (kode Etik Kepolisian). 
Adapun tujuan dari penindakan adalah membina membimbing 
sehingga tercipta suatu kesadaran untuk tidak menangggulangi 
perbuatannya yang sama dan perbuatan lain yang 
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum serta norma-
norma yang berlaku. Adapun upaya represif yang dilakukan 
dengan jalan memberi sanksi hukuman disiplin, menurut pasal 
9 peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan 
Disiplin Anggota Polri berupa : 
1. Teguran tertulis. 
2. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) 
tahun.  
3. Penundaan kenaikan gaji berkala.  
4. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun.  
5. Mutasi. 
6. Pembebasan dari jabatan.  
7. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua 
puluh satu) hari. 
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Bagi oknum kepolisian yang melakukan pungli, akan dikenakan 
pelanggaran disiplin dan kode etik kepolisian sesuai dengan aturan yang 
berlaku. Pungutan liar yang terjadi membutuhkan upaya yang efektifagar 
Kepolisian khususnya Polantas mampu membangun pencitraan yang 
baik, sehingga mampu membangun fondasi pagi penataan dan Reformasi 
POLRI. Selain dari upaya-upaya tersebut terdapat langkah langkah dan 
strategi yang harus dilakukan agar Polantas mampu membangun kinerja 
yang baik, yakni: 
1. Perlu adanya internalisasi esensi dan nilai yang terkandung 
dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 
NegaraRepublik Indonesia pada setiap anggota Polantas, 
khususnya dan anggota POLRI umumnya. Hal ini perlu 
ditekankan agar pemahaman yang utuh tentang peran 
danfungsi POLRI benar-benar diresapi dan diimplimentasikan 
dalam tugas sehari-hari 
2. Perlu penegasan adanya aturan hukuman dan penghargaan 
(reward and punishment) bagi anggota Polantas yang berhasil, 
maupun yang melanggar. Adanya mekanis metersebut 
diasumsikan akan merangsang kompetisi yang efektif bagi 
penyelenggaraan kegiatan dan aktivitas. Disamping itu yang 
tidak kalah seriusnya adalah adanya fungsi kontrol pimpinan 
dengan melakukan inspeksi mendadak (Sidak). Hal ini akan 
mampu membuat efek jera bagi anggota yang melanggar, serta 
memberikan dorongan psikologis bagi anggota yang 
menjalankan tugasnya dengan baik. 
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3. Polantas perlu mempertimbangkan pola pendekatan yangnon-
konvensional. Hal ini perlu dilakukan agar kinerja Polantas tidak 
hanya memberikan efek ketakutan kepada pengendara, tapi 
membangun satu paradigma bagi masyarakat secara umum 
tentang pentingnya disiplin berlalulintas. Hal ini perlu dilakukan 
agar Polantas tidak hanya menjadi ’hantu menakutkan’ bagi 
pengendara, tapi menjadi sahabat bagi pengendara dan 
masyarakat 
4. Membangun kerja sama yang sinergis antara 
instansiinstansiterkait, seperti Pemerintah Daerah (Pemda), 
Dinas Perhubungan, dan lain sebagainya. Kerja sama tersebut 
secara kasat mata baru terjadi di lapangan, seperti pada 
pembagian kerja, namun belum sampai pada penegasan 
efektivitas kerja sama. Bahkan terkadang di lapangan justru 
yang muncul adalah esprit de corps yang sempit dari masing-
masing instansi, yang makin membangun paradigmatik berlalu 
lintas yang tidak efektif dan efisien. 
Terlepas baik buruknya implementasi langkah dan strategi yang 
diambil, harus digaris bawahi bahwa cepat atau lambat polisi, 
sebagaimana yang terjadi di banyak negara akan melakukan 
metamorfosis, tergantung seberapa efektif prilaku yang baik diterapkan, 
dan sejauhmana anggota Polantas menyadari bahwa mempraktikkan 
prilaku yang menyimpang dari peran dan fungsi POLRI hanya akan 
membawa POLRI menjadi musuh masyarakat. 
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C. Kendala DalamMenanggulangi Terjadinya Pungutan Liar 
Kepada Pengemudi Angkutan Antar Daerah. 
Seringkali walaupun telah dilakukan upaya-upaya untuk 
meminimalisir terjadinya pungli namun secara kenyataannya masihbanyak 
kendala yang dihadapi sebagian besar para pelaku maupun korban, 
kendala-kendala dalam upaya penanggulangan tindak pidana pungli 
tersebut antara lain : 
a. Pembinaan tidak sepenuhnya efektif tergantung dari moral dari 
masing-masing personel kepolisian 
b. Pembinaan namun tidak disertai dengan pengawasan 
tidakakan berjalan dengan efektif. 
c. Apabila sudah menyangkut masalah kebutuhan ekonomimaka 
arahan dan nasehat sudah tidak dipedulikan. 
d. Masyarakat pun khususnya sopir sebagai pelaku bisnismasih 
mementingkan efesiensi waktu dan biaya serta masih banyak 
pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan dengan kata lain 
kesadaran hukum sopir masih rendah untuk membayar tilang 
sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. 
e. Sanksi pidana denda yang diatur dalam undang-undang 
dengan tujuan menjadi efek jera bagi pelanggar justru 
merupakan instrumen yang digunakan oleh oknum kepolisian 





BAB   V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Bertolak dari bab pembahasan dan hasil penelititan yang 
telahdikemukakan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pungli meliputi Faktor Internal 
terdiri dari Faktor ekonomi, Faktor mental, Faktor 
penyalahgunaan wewenang, dan  Faktor kultural. Sedangkan 
Faktor Eksternal terdiri dari Di pengaruhinya budaya 
masyarakat yang dilayaninya, dan  Faktor dorongan dari 
masyarakat yang memancing oknum Polisi tersebut agar 
melakukan perbuatan yang menyimpang. 
2. Peranan korban sehingga terjadi pungli sangat besar jika 
ditinjau dari alasan korban untuk menyetor yakni adanya 
kebiasaan dalam masyarakat, rasa takut dipersulit oleh 
oknumpolisi, dan proses yang cepat serta kemudahan 
pengurusan menjadi alasan utama korban sehingga pungli ini 
terjadi. Bukan hanya itu, korban yang merupakan pelaku bisnis 
yang pada hakikatnya menghendaki adanya efisiensi waktu dan 
biaya yang minim disamping aturan dan prosedur yang panjang 
merupakan hambatan dalam menjalankan usahanya tersebut. 
3. Kendala dalam upaya penanggulangan pungli diantaranya 
Pembinaan tidak sepenuhnya efektif tergantung dari moraldari 
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masing-masing personel kepolisian, pengawasan yang 
renggang dari atasan, arahan dan nasehat kadang dilupakan 
kalau sudah menyangkut masalah kebutuhan ekonomi, 
masyarakatpun khususnya sopir sebagai pelaku bisnis masih 
mementingkan efesiensi waktu dan biaya serta masih 
rendahnya kesadaran hukum untuk membayar tilang sesuai 
dengan prosedur yang berlaku, undang-undang dalam hal ini 
undang-undang Nomor  20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
Dan Angkutan Jalan masih perlu dianalisis mengenai sanksi 
pidana terhadap suatu pelanggaran lalu lintas yang terjadi. 
B. Saran 
Berdasarkan dari hasil pembahasan dan penelitian yang 
telahdikemukakan, saran yang perlu dikemukakan oleh penulis 
sebagai berikut: 
1. Pungli merupakan suatu tindak pidana pemerasan yang 
melibatkan jabatan, jika terus dibiarkan maka pada akhirnya 
akan merusak moral masyarakat dan aparat penegak hukum itu 
sendiri dan merusak citra aparat kepolisian secara luas. Maka 
dari itu pungli harus diberantas sampai ke akar-akarnya dan 
pelaku harus ditindak agar menjadi efek jera bagi para pelaku 
untuk tidak melakukan pungli dikemudian hari. 
2. Negara Indonesia adalah negara hukum yang siapapun pelaku 
tindak pidana akan dipertanggungjawabkan tanpa pandang 
bulu. berdasarkan azas Equality Before the Law (Persamaan 
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didepan Hukum) oknum kepolisian yang melakukan pungli pun 
harus diberikan sanksi pidana dan dibawa ke hadapan 
pengadilan apabila terbukti melakukan pungli, bukan hanya 
sanksi administrasi atau kode etik sehingga terkesan 
melindungi anggota dari jerat hukum. 
3. Masyarakat khususnya pelaku bisnis harus menyadari 
pentingnya ketaatan dan kesadaran hukum demi terciptanya 
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